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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 41/PMK.04/2016, tanggal 22 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27
ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemung-
utan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 102/PMK.07/2015;

b. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum

yang mengatur persyardtan penyetoran peneri-
maan pajak rokok dari Rekening Kas Umum Neg-
ara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan

- guna méningkatkan efektivitas penyaluran bagi
hasil Pajak Rokok kepada kabupaten/kota, perlu
dilakukan perubahan atas ketentuan tersebut hur-
uf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pe-
rubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pe-
mungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Naomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5049);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.
07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pe-
nyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/
PMK.07/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE-

RUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER!
KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07 /2013 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PA-
JAK ROKOK.

Pasatl |
Ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuan-
gan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaima-

na telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 102/PMK.07/2015 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut.

Pasal 18

(1) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke masing-
.masing RKUD Provinsi dilakukan sesuai dengan
realisasi penerimaan Pajak Rokok dan proporst
untuk masing-masing Provinsi.

(2) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD
Provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bu-
lan pertama triwulan berikutnya.

(3) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD
Provinsi untuk penerimaan bulan Oktober dan
November dilaksanakan pada bulan Desember.

(4) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD
Provinsi untuk penenmaan sampai dengan bulan
Desember tahun berkenaan yang masih terdapat
di RKUN dilaksanakan bersamaan dengan peny-
etoran Triwulan | tahun anggaran berikutnya.

(6) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD
Provinsi dilaksanakan setelah:

a. Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil Pa-
jak Rokok kepada Kabupaten/Kota; dan

b. Gubernur menyampaikan laporan realisasi pe-
nyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Men-
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teri Keuangan c.q. Direktur Jenderat Perim-
bangan Keuangan. 2

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal 22 Maret 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORQO

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODC EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 444

{ BN )

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08) KE

BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 42/PMK.02/2016, tanggal 22 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : :

a.

bahwa dalam Undang-Undang mengenai Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
perubahannya diatur bahwa perubahan anggaran
belanja Pemerintah Pusat berupa pergeseran ahg—
garan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara Pengelolaan Belanja Lainya (BA 999.08)
ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lem-
baga ditetapkan oleh Pemerintah;

bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat {1) Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanan Anggaran Pendapatan Dan Be-
lanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendaha-
ra Umum Negara berwenang mengelola belanja
lain-lain;

bahwa dalam rangka mengatur ketentuan -men-
genai pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja
Lainya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kement-
erian Negara/Lembaga, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2013 ten-
tang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pen-
gelola Belanja Lainnya (BA 299.08) Ke Bagian
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan |

pergeseran anggaran belanja dari Bagian Angga-
ran Bendahara Umum Negara Pengelalaan Belanja
Lainnya {BA 299.08) ke Bagian Anggaran Kemen-
terian Negara/Lembaga, perlu mengatur kembali
tata cara pergeseran anggaran belanja dari Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan
Belanja Lainnya (BA $99.08) ke Bagian Anggaran
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